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ABSTRAK

RISMAWATI, Tahun 2019, Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan
Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnhis Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing | Edi Jusriadi dan
Pembimbing Il Ismail Badollahi.

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui peranan audit manajemen dalam
meningkatkan penerimaan pendapatan = Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulukumba. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah
penelitian kualitatif, dengan. metode analisis deskriptif, data yang di analisis
adalah data wawancara dan data pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba
tahun 2014 sampai 2018 yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit manajemen dalam
meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah daerah - Kabupaten
Bulukumba sangat berperan penting dalam mengawasi sistem dan prosedur
dalam penerimaan pendapatan daerah; dengan adanya audit manajemen dapat
membantu pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk
meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah, hal
tersebut dilihat dengan adanya perbaikan Sistem Operasional yang dilakukan
untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba

Kata Kunci: Peranan Audit Manajemen, Pendapatan Daerah



ABSTRACT

RISMAWATI, 2019, Role of Management Audit in Increasing Revenue Revenue
of the Regional Government of Bulukumba Regency, Thesis Accounting Study
Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah
Makassar. Guided by Advisor | Edi Jusriadi and Advisor Il Ismail Badollahi.

This study aims to determine the role of management audit in increasing
revenue of the Regional Government of Bulukumba Regency. The type of this
research used in the research is qualitative research, with descriptive analysis
methods, the data analyzed are interview data.and regional income data of
Bulukumba Regency in 2014 to 2018 obtained from the Regional Budget (APBD)
of Bulukumba Regency.

The results of this study indicate that the.role of management audit in
increasing the revenue of the local government of Bulukumba Regency plays an
important role in overseeing the system and procedures for regional revenue,
with a management audit can help the Regional Revenue Agency of Bulukumba
Regency to improve its performance in achieving the goals of Regional Revenue
Agency , this was seen by the improvement of the Operational System that was

carried out to increase the revenue of regional revenue of Bulukumba Regency,

Keywords: Role of Management Audit, Regional Revenue
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia, di kenal pula istilah
Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian wewenang
pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah
daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab serta kebebasan dalam
mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aturan-aturan yang berlaku.
Dalam menjalankan wewenang tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana
yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan pemerintah daerah
dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang didukung dengan
adanya dana perimbangan dari ‘pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk melaksanakan otonomi daerah“dan melaksanakan fungsinya secara efektif
dan efisien. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang
menentukan derajat kemandirian suatu daerah yang merupakan sumber
penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Erawati dan
Rahmawati, 2016).

Pembangunan Negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak.Pajak di
Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak
daerah merupakan pajak yang dikelola secara langsung oleh daerah, baik itu
kota, kabupaten maupun provinsi. Pada tahun 1997 pemerintah membuat

kebijakan mengenai perubahan undang-undang pajak yaitu diberlakukannya



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Perubahan undang-undang pajak
dilakukan karena pemungutannya memberatkan masyarakat dan tidak
sesuaidengan perkembangan. (Tarigan, 2013)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
serta pengawasan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah
harus lebih tertib, transparan, bertanggungjawab dan taat dengan aturan-aturan
yang berlaku. Kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan
daerah dan membiayai setiap pelaksanaan tugas-tugas untuk kesejahteraan
masyarakat telah dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung.
(Rondonuwu dkk, 2015)

Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun
berdasarkan kebutuhan penyelenggaran dan pendapatan daerah. APBD berisi
daftar rincian penerimaan dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu
periode yang harus dipertanggungjwabkan dalam laporan keungan pemerintah
daerah. Penyusunan APBD merupakan upaya agar belanja operasional
pemerintah daerah lebih rendah dari pendapatan daerah pada periode tertentu.
Rancangan penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dalam mewujudkan tujuan negara yang adil, makmur dan
sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut negara memerlukan lembaga
pengawasan serta pemeriksaan yang terbebas dari penyimpangan-
penyimpangan yang berguna untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

(Mahsun dkk,2015)



Pengendalian internal dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat
penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengendalian internal
merupakan faktor pendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan
dan bertanggungjawab serta menjadi cerminan kinerja yang baik. Lemahnya
pengendalian internal akan mengakibatkan kinerja dan tujuan tidak berjalan
secara efektif dan efisien dalam lingkungan pemerintah daerah yang akan
berdampak pada pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. (Mamuaja, 2016).
Disisi lain, banyaknya pihak yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah
yang belum siap dengan pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam masalah
etika dan moral dari pihak daerah tersebut yang masih sangat rendah. Selain itu,
dalam rangka mewujudkan Good Governance yang menjadi pertanyaan besar
adalah peran dan fungsi audit” internal yang berada dalam ' lingkungan
pengawasan pemerintahan atau - Inspektorat daerah dalam upaya untuk
mengawal serta mengawasi beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah
daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) atau Inspektorat daerah merupakan
suatu lembaga pengawasan yang ada dilingkungan pemerintah daerah yang
memengang kendali yang sangat besar dan berpengaruh dalam kemajuan serta
keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di
daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah tersebut.

Hal inilah yang menjadi pusat pertimbangan inspektorat daerah dan pihak

yang memegang fungsi dalam pengawasan pemerintah daerah. Untuk mencapai



tujuan dan harapan tersebut, seluruh kegiatan audit harus sejalan dengan
berbagai fungsi-fungsi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti
fungsi aktivitas dan fungsi program yang dijalankan.

Wilayah Sulawesi Selatan yang berpusat pada BAPENDA sebagai Badan
Pendapatan Daerah, dari banyaknya daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang
menjadi fokus peneliti yaitu Kabupaten Bulukumba pada kantor Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA). Berkaitan dengan tugas dasar dan tujuan
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang dituangkan dalam visi dan misi
instansi, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah
antara lain memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan
pendapatan daerah yang bersih, tertib, inovatif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang” masalah diatas maka peneliti tertarik untuk
merumuskan ke dalam penelitian’ yang berjudul “Peranan Audit Manajemen
Dalam Meningkatkan - Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulukumba.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimana peranan audit
manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulukumba?”



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis
adalah: Untuk mengetahui peranan audit manajemen dalam meningkatkan

penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Peneltian
1. Manfaat Teoritis
Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan yang disiplin ilmu akuntansi
terutama iimu audit yang terkait dengan independensi, kompetensi dan etika
profesi. serta kualitas audit. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama
Inspektorat Daerah dalam mengawasi keuangan daerah serta dalam
mengelola sumber daya manusianya, dan berbagai pihak yang terkait
didalamnya.
3. Kebijakan Pemerintah
Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakaun untuk melakukan
reformasi dan restrukturisasi terhadap Peraturan Daerah terkait dengan
pendapatan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dengan
tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit Sektor Publik

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar sektor publik

mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for

money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya
pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit

terhadap organisasi sektor publik tersebut.(Arifah, 2012).

Secara umum audit yang dilakukan pada organisasi sektor publik ada tiga
yaitu:

1. Audit Keuangan adalah audit yang dilakukan untuk menjadikan bahwa sistem
akuntansi telah berjalan dengan tepat dan semua transaksi dicatat dengan
benar.

2. Audit Kepatuhan adalah yang melakukan pemeriksaan bahwa pengeluaran-
pengeluaran yang dikeluarkan untuk pelayanan telah di setujui dan sesuai
undang-undang.

3. Audit Manajemen (Audit Operasional) yang merupakan perluasan dari audit

keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya.

B. Audit Manajemen
1. Pengertian Audit Manajemen
Sebelum kita terlalu jauh membahas audit manajemen, yang perlu kita

ketahui apa audit manajemen itu. Hal ini dimaksud agar lebih menjelaskan



audit manajemen secara umum. Berikut adalah pengertian audit manajemen
yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Sukrisno Agoes (2017) dalam bukunya Auditing menjelakan
bahwa :

“‘Audit manajemen adalah suatu pemeriksaan yang meliputi seluruh

kegiatan operasi perusahaan, baik itu mengenai kebijakan akuntansi

dan kegiatan operasional suatu. perusahaan untuk menilai apakah
kegiatan operasi tersebut berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.”

Sedangkan menurut IBK Bayangkara (2017) dalam bukunya audit
manajemen mengemukakan bahwa:

“Audit manajemen adalah penilain terhadap efisien dan efektivitas operasi

perusahaan.Manajemen meliputi semua jenis operasi atau kegiatan
internal perusahaan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
memiliki wewenang yang lebih tinggi.Audit manajemen dirancang secara
sistematis untuk menilai seluruh kegiatan operasional perusahaan,
terutama sumber daya yang dimiliki perusahaan apakah sudah
digunakan secara efisien“dan efektif, dan tidak melanggar ketentuan
aturan dan kebijakan yang-telah-ditetapkan perusahaan.”

Berdasarkan definisi diatas-dapat disimpulkan bahwa audit manajemen
adalah suatu pemeriksaan untuk memeriksa dan menilai seluruh kegiatan
internal perusahaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
memiliki wewenang yang lebih tinggi, audit manajemen akan memeriksa
apakah kegiatan operasi perusahaan dan pengelolaan sumber daya sudah

berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis, serta tidak melanggar aturan

dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.



2. Tujuan dan Manfaat Audit Manajemen

Sukrisno Agoes (2017) menyebutkan tiga tujuan utama audit manajemen

yaitu :

1)

2)

3)

Untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan pada periode yang
sedang berjalan dengan periode yang lalu, serta realisasinya dan
menghitung rasio pada periode yang sedang berjalan dengan periode
yang lalu.

Untuk memastikan keamanan aset dan data keuangan serta pemborosan
anggaran dengan adanya sistem pengendalian manajemen dan sistem
pengendalian internal dalam perusahaan.

Untuk menilai seberapa besar efektivitas system pengendalian
manajemen dan system pengendalian internal dalam perusahaan dengan
cara melakukan pemeriksaan. bukti-bukti pembukuan dan pencatatan
mengenai keuangansesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah

diterapkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Vika (2015) Audit manajemen dapat memberikan manfaat, yaitu :
Mengidentifikasi tujuan dari prosedur organisasi yang telah ditentukan

sebelumnya.

. Sebagai pengukur pencapaian tujuan organisasi dan menilai kinerja

manajemen dalam menjalankan tugasnya.

. Menilai secara independen dan objektif mengenai kegiatan organisasi.

Mencari letak permasalahan dan yang menjadi penyebab dari masalah

tersebut.



e. Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengendalian manajemen.
f. Mendorong pendapatan dan menekan biaya serta yang menjadi hambatan
dalam organisasi.
3. Ruang Lingkup Audit Manajemen dan Sasaran Audit

Ruang lingkup audit manajemen meliputi aspek kegiatan yang berkaitan
dengan manajemen serta. mencakup seluruh atau sebagian dari
program/aktivitas -+ yang dijalankan. Periode. dalam menjalankan audit
bervariasi sesuai dengan seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam
mencapai tujuan (Elvira, 2011).

Sedangkan yang menjadi sasaran audit manajemen yaitu seluruh atau
sebagian dalam program/aktivitas dalam perusahaan yang memerlukan
perbaikan dan perlu ditingkatkan; baik dari segi ekonomis, efisiensi dan
efektivitas (Elvira, 2011).

Terdapat tiga elemen pokok yang menjadi sasaran audit, yaitu :

a. Kriteria (Criteria)

Kriteria merupakan suatu standar yang dijadikan pedoman setiap

individu/kelompok dalam melakukan setiap aktivitas.
b. Penyebab (Cause)

Penyebab merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu/kelompok
dalam perusahaan.Penyebab ini dapat bersifat positif atau negatif apabila
program/aktivitas yang dijalankan menghasilkan tingkat efektivitas dan
efisiensi lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.

c. Akibat (Effect)
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Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dan kriteria yang
memiliki hubungan langsung dengan penyebab. Akibat positif
menunjukkan program/aktivitas telah berjalan dengan tingkat pencapaian
yang lebih besar dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat negatif
menunjukkan bahwa program/aktivitas berjalan dengan tingkat

pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan.

4. Perbedaan Audit Manajemen dan Audit Keuangan

Audit - manajemen dirancang untuk - menemukan penyebab dari

kelemahan - kelemahan yang terjadi pada pengelolaan program/aktivitas

perusahaan, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh kelemahan tersebut

dan menentukan tindakan perbaikan (rekomendasi) yang berkaitan dengan

kelemahan tersebut agar dicapai- perbaikan di masa yang akan datang.

Berbeda dengan audit keuangan yang menekankan auditnya pada data-data

transaksi, proses pencatatan , dan laporan akuntansi yang dibuat oleh

perusahaan. (IBK Bayangkara, 2017).

Menurut Agoes (2018) ada beberaapa perbedaan antara audit

manajemen dan audit keuangan, yaitu :

Tabel 2.1

Perbedaan Audit Manajemen dengan Audit Keuangan

No

Audit Manajemen Audit Keuangan

Bisa dilakukan oleh internal auditor | Harus dipimpin oleh  seorang
atau management consultant. accountant dari sebuah kantor

akuntan publik.
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2 | Pada akhir pemeriksaannya auditor | Pada  akhir pemeriksaannya,
memberikan laporan kepada | auditor harus memberikan
manajemen berupa temuan- | pendapat mengenai kewajaran
temuan audit mengenai efektivitas | laporan keuangan yang telah
sistem pengendalian manajemen, | disusun manajemen.

apakah kegiatan operasi
perusahaan sudah dijalankan
secara efisien, ekonomis, dan
efektif, beserta saran-saran untuk
memperbaiki kelemahan-
kelemahan yang ditemukan selama

pelaksanaan manajemen audit.

3 | Biasanya dilakukan jika | Dilakukan secara rutin
manajemen merasakan adanya

kebutuhan

4 | Ikatan Akuntan Indonesia -belum | Pemeriksaan dilakukan dengan
menyusun standar pemeriksaan | berpedoman pada Standar
untuk audit manajemen, namun | Profesional Akuntan Publik yang
BPKP dan BPK sudah memiliki | disusun oleh lkatan Akuntan

pedoman manajemen audit. Indonesia.

5 | Kriteria dalam audit manajemen | Kriteria -dalam audit keuangan
bisa = berupa kebijakan yang | sudah jelas, yaitu
ditentukan manajemen, peraturan | ETAP/PSAK/IFRS.

pemerintah, peraturan asosiasi dan

lain-lain.

5. Kertas Kerja Audit (KKA)
Kertas Kerja Audit (KKA) merupakan catatan-catatan yang dibuat

berdasarkan data-data yang dikumpulkan auditor saat melakukan audit.
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Kertas Kerja Audit (KKA) harus menggambarkan langkah-langkah yang
ditempuh serta pengujian-pengujian yang dilakukan dan informasi apa saja
yang diperoleh untuk memberikan kesimpulan dari hasil audit yang dilakukan.
(IBK Bayangkara, 2017)

Auditor wajib membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dalam menjalankan
prosedur dan tujuan dari audit. Adapun.manfaat utama dari Kertas Kerja Audit
(KKA), yaitu:

a. KKA digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit

b. KKA dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas audit
selanjutnya,

c. Menjadi bukti dari-laporan hasil audit,

d. Sebagai alat bagi atasan-untuk.menilai dan mengawasi pekerjaan para
pelaksana audit.

Prinsip Dasar Audit Manajemen

Auditor harus memperhatikan prinsip dasar untuk mencapai tujuan yang
baik dalam audit manajemen, prinsip dasar tersebut terdiri atas tujuh (IBK
Bayangkara, 2017) yaitu :

1. Audit dititkberatkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk
diperbaiki,

2. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit,

3. Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang

bersifat positif,
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4. |dentifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-
kekurangan yang terjadi,

5. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung
jawab,

6. Pelanggaran hukum,

7. Penyelidikan dan pencegahan kecurangan

7. Tahapan Audit Manajemen

Menurut IBK Bayangkara (2017) dalam melakukan-audit manajemen ada

beberapa tahapan. Secara umum tahapan-tahapan tersebut ada lima, yaitu :

a. Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai

objek yang diaudit. Pada audit-ini pula dilakukan untuk melihat berbagai
kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan aktivitas audit. Selain itu,
pada audit pendahuluan dilakukan analisis untuk mencari kelemahan-
kelemahan pada perusahaan yang menjadi objek audit.

b. Review dan Pengendalian Manajemen

Tahapan ini- dilakukan review dan melakukan pengujian terhadap

pengendalian manajemen dalam perusahaan yang di audit.Hal ini
bertujuan untuk melihat seberapa efektivitas pengendalian manajemen
dalam mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan. Dari hasil
pengujian tersebut, auditor akan lebih memahami pengendalian

manajemen dalam perusahaan yang akan memudahkan dalam
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mengidentifikasi kelemahan dalam aktivitas yang dilakukan oleh
perusahaan.
Audit Terinci

Auditor melakukan pengumpulan bukti yang berkompeten yang
mendukung tujuan dari audit dengan melakukan pengembangan temuan
serta mencari keterkaitan antara temuan yang satu dengan temuan yang
lain yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan tujuan audit. Temuan-
temuan ini kemudian disajikan dalam kertas kerja audit (KKA) yang
dijadikan sebagai ‘bukti untuk mendukung kesimpulan audit dan
mendukung rekomendasi yang diberikan kepada objek audit
Pelaporan

Tahap pelaporan ini-‘adalah. tahap untuk mengkomunikasikan hasil
audit yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada pihak yang
memiliki kepentingan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena
bertujuan untuk meyakinkan pihak manajemen sebagai objek audit
mengenai kebenaran hasil audit serta mendorong pihak manajemen untuk
melakukan perbaikan mengenai kelemahan-kelemahan yang ditemukan.
Laporan yang menyajikan temuan-temuan yang mendukung hasil audit
dan rekomendasi dilaporkan dalam laporan komprehensif. Rekomendasi
yang diberikan harus menggunakan bahasa operasional dan mudah

dipahami oleh pihak manajemen agar menarik untuk ditindaklanjuti.
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e. Tindak Lanjut

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam audit manajemen, tindak
lanjut ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada pihak-pihak yang
berwenang untuk melakukan perbaikan mengenai kelemahan-kelemahan
sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Dalam hal ini, auditor tidak
memiliki hak untuk memaksa pihak manajemen untuk melakukan
perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu,
rekomendasi_yang diberikan harus merupakan hasil diskusi dari pihak-
pihak yang memiliki kepentingan mengenai perbaikan tersebut karena jika
tidak disepakati oleh objek audit akan memberikan pengaruh terhadap

pelaksanaan tindak lanjutnya.

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan/aktivitas yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatauahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah
merupakan bagian dari keuangan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah yang merupakan semua yang
menjadi hak dan kewajiban daerah,baik itu dapat dinilai dengan uang atau barang
yang menjadi milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
tersebut. (South dkk, 2016).

Hak dan Kewajiban pemerintah tersebut diwujudkan dalam rencana kerja

pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan dalam APBD yang dikelola dalam
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system pengelolaan keuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah harus
dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel serta taat pada aturan-
aturan yang berlaku. (Halim dkk, 2010)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 menyatakan tujuan dari
pengelolaan keuangan daerah, yaitu :
a. Tanggung Jawab (Accountability)
b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
c. Kejujuran
d. Hasil gunadan daya guna

e. Pengendalian

Pengertian keuangan daerah selalu terkait dengan pengertian APBD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan
tahunan - pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintahan  Daerah dan DPRD.APBD, perubahan = APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan
peraturan daerah. Salah satu asas penting dalam menetapkan prioritas anggaran
belanja yang dijabarkan dalam APBD adalah bahwa penentuan anggaran disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah. Secara khusus, penganggaran pengeluaran harus didukung
oleh adanya kepastian sumber pendanaan yang cukup dan memiliki landasan
hukum yang kuat (Halim dkk, 2010)

Keterkaitan antara keuangan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) merupakan bukti adanya hubungan antara dana pusat
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dan dana daerah yang dikenal dengan istilah perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1. Prinsip Penyusunan Keuangan Daerah.

Berdasarkan dengan Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah APBD,

penyusunan Keuangan Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran

sebagai berikut :

1)

2)

3)

Partisipasi masyarakat

Partisipasi  masyarakat mengandung “makna bahwa pengambilan
keputusan dalam proses penyusunan dan penatapan APBD harus
melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini bertujuan ‘agar masyarakat
mengetahui haknya dalam-pelaksanaan APBD.

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Penyusunan APBD harus memuat informasi yang lengkap dan mudah
diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan dan sumber yang sesuai
dengan setiap tujuan atau jenis pengeluaran dan perbandingan antara
anggaran dengan hasil dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan yang
telah dianggarkan.Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus
bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.

Disiplin Anggaran

Sesuai prinsip dalam disiplin anggaran yang menjadi pertimbangan yaitu

(a) Pendapatan yang diberikan merupakan estimasi yang terukur untuk



4)

5)
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semua sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas atas pengeluaran daerah, (b) penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan penerimaan kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan dalam
pelaksanaan kegiatan yang belum tersedia dan tidak mencukupi
anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD, (c) semua penerimaan dan
pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum
daerah.

Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus sesuai
dengan kemampuan masyarakat dalam membayar, dalam arti masyarakat
yang memiliki pendapatan yang rendah diberikan beban yang sama,
sedangkan masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi diberikan
beban yang lebih tinggi pula.Pemerintah harus melakukan penggantian
mengenai tarif sesuai dengan pertimbangan untuk menghilangkan rasa
ketidakadilan.Selain itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus
mempertimbangkan keadilan dan pemantauan agar dapat diterima oleh
seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya pelepasan pelayanan.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam
meningkatkan pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan dan

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengendalikan
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anggaran-anggara tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
yaitu (1) Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, hasil serta manfaat,
dan indikator yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, (2) Penetapan
kegiatan dan menghitung beban kerja, serta penetapan harga satuan
yang rasional,
6) Taat azas

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk
kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan tidak
boleh dilanggar oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

D. Pendapatan Daerah
1. Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan daerah
adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dari periode tahun yang bersangkutan (Wulandari, 2018).

Transaksi penerimaan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah (Mahsun dkk, 2015)

2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber

pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh

oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

(Aji, 2015), yaitu :

a)

b)

Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah
adalah kontribusi wajib kepada daerahyang terhutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang , tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah yang berguna untuk kemakmuran rakyat.
Retribusi Daerah

Retribusi daerah “merupakan salah satu sumber penerimaan
pemerintah daerah atau-pendapatan daerah yang digunakan untuk
membiayai kepentingan pemerintah daerah, salah satunya adalah
membiayai pembangunan di daerah, dimana setiap orang wajib
membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku - atas jasa yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat (Putra dkk, 2014).
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan keuangan daerah yang

dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi bagian
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dari laba atas keterkaitan modal pada perusahaan Negara/BUMN dan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Munurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelakan

tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis

pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan

b. Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan--dan-. efisiensi dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan Desentralisasi, dengan melakukan pertimbangan
potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besarnya pendanaan dalam
penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana
perimbangan merupakan dana yang berasal dari Penerimaan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah
untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan disebut juga
transfer. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan
dan ekonomi daerah (Wulandari, 2018).

Dana perimbangan dipisahkan menjadi tiga jenis, yaitu :



a)

b)
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Dana bagi hasil
Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal
dari:
1. Kehutanan,
2. Pertambangan Umum,
3. Perikanan,
4. Pertambangan Minyak Bumi,
5. Pertambangan Gas Bumi,
6. Pertambangan Panas Bumi
Dana alokasi Umum
Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan
kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia
setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum
merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi
salah satu komponen pendapatan pada APBD. Proporsi Dana alokasi

umum antara daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan
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berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten
atau kota.
c) Dana alokasi khusus
Dana alokasi khusus adalah dana alokasi dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota
tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan
dalam APBN.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Lain-Lain pendapatan yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang
tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah,
pendapatan dinas-dinas.Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang
sah terdiri atas pendanaan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah
atau bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga
atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau
perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana darurat
dari pemerintah dalam rangka menanggulangi korban atau kerusakan

akibat bencana alam dan krisis solvabilitas (Wulandari, 2018).
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E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan
dengan penelitian ini, hasil dari penelitian tersebut dapat kita jadikan sebagai
acuan dalam melakukan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang
dijadikan sebagai referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan, sebagai
berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah (2012) ,dengan judul “Penerapan Audit
Kinerja (Audit-Operasional) Pada Sektor Swasta Dan Pemerintah”. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui penerapan audit operasional pada sektor swasta
dan pemerintah. Hasil dari penelitian ini. menunjukkan bahwa karakteristik
organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi bisnis, hal ini berimplikasi pula
pada praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut termasuk
auditnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dan Hadi (2016), dengan judul
“Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk melihat pengaruh antara sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap
keefektifan audit internal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem
pengendalian intern dan dukungan manajemen berpengaruh secara positif
terhadap keefektifan audit internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Prawiranegara (2017), dengan judul “Analisis
Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Intern Penjualan Pada
PD. ACB Banjarasari’. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran

audit operasional dalam meningkatkan efektivitas intern penjualan pada PD. ACB.
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Hasil dari penelitian ini adalah audit operasional pada PD. ACB Banjarasari telah
dilaksanakan dengan cukup memadai serta berjalan dengan ketentuan yang
berlaku, hal ini dilihat dari adanya tahapan-tahapan audit yang dilaksanakan
sesuai secara lengkap dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan
audit tersebut berperan dalam meningkatkan efektivitas intern penjualan pada
PD.ACB Banjarasatri.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunanto (2014), dengan judul “Peranan Audit
Operasional Dalam Meningkatkan Pengeluaran Kas Di- PDAM Tirta Randik
Kabupaten Banyuasin”.Tujuan dari penelitian “ini adalah untuk mengetahui
peranan audit operasional dalam meningkatkan pengeluaran kas di PDAM Tirta
Randik Kabupaten Banyuasin. Hasil dari penelitian ini adalah peranan audit
operasional dalam meningkatkan~efektivitas pengeluaran kas di PDAM Tirta
Randik dinilai sudah cukup berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Jesthy dkk (2017) dengan judul “Analisis
Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Kinerja Pada Badan Usaha Milik Daerah”.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur audit
kinerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan penyebab tidak adanya laporan dari
suatu proyek atau kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan prosedur audit kinerja pada badan usaha milik daerah
dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/O5/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, pemyebab tidak adanya laporan

atau data adalah kurangnya komitmen pegawai sebagai pemeilik untuk
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membangun tatakelola perusahaan yang baik dan tidak adanya Dewan
Pengawas.

Penelitian yang dilakukan oleh South dkk (2016) dengan judul “Pengukuran
Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola
Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan”.Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset
(DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA
Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011-2014 rata-rata diatas
100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan daerah tersebut sangat fektif.
Sedangkan secara keseluruhan -rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan
daerah pada DPKPA Kabupaten-Minahasa Selatan tahun anggaran 2011-2014
kurang efisien, dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika
dibandingkan dengan total penerimaan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk (2014), dengan judul “Analisis
Efektivitas Penerimaan Dan Kotribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah”.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas, laju
pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar sebagai salah satu
sumber pendapatan asli daerah Kota Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya
selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif, tetapi kontribusi

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih
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kurang, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah
belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kesek (2013), dengan judul “Efektivitas Dan
Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Manado”.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas
penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado tahun
2009-2012 dan untuk-mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak
parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun 2009-
2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahun target dan
realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan
besarnya kontribusi yang bervariasi.

Penelitian yang dilakukan oleh~Lamia dkk (2015) dengan judul “Analisis
Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa
Utara”.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan
dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari- tahun 2010-2014.Hasil dari
penelitian ini menunjukkan keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak
restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014
sangat efektif.Penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan
jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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Penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Rusli (2014), dengan judul

“Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada

Kab Luwu”.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit

Internal terhadap penerapan Good Corporate Governance Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya audit

internal akan mendorong tercapainya penerapan Good Corporate Governance di

lingkup Inspektorat sehingga nanti secara garis besar nantinya akan mendorong

tatakelola keuangan dilingkup pemerintah kabupaten akan berjalan dengan baik

secara efektif dan efisien.

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Metode Hasil Penelitian
Peneliti
1 | Arifah Penerapan Audit Kualitatif | Audit manajemen dibagi
(2012) Kinerja (Audit menjadi empat jenis
Operasional) Pada audit, audit kinerja
Sektor Swasta Dan merupakan audit
Pemerintah manajemen
2 | Riyanto dan Keefektifan Audit Regresi | Sistem pengendalian
Hadi internal Pemerintah | Berganda | intern, dukungan
(2016) Daerah manajemen berpengaruh
positif terhadap
keefektifan audit internal.
3 | Prawiranegara | Analisis Peran Audit | Deskriptif | Audit operasional yang
(2017) Operasional Dalam yang memadai berperan
Meningkatkan meningkatkan efektivitas
Efektivitas Intern pengendalian internal
Penjualan Pada DB penjualan pada DB ABC
ABC
4 | Sunanto Peranan Audit Kuantitatif | Peranan audit
(2014) Operasional Dalam operasional dalam

Meningkatkan
Pengeluaran Kas Di
PDAM Tirta Randik

meningkatkan efektivitas
dinilai sudah cukup
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Kabupaten berpengaruh
Banyuasin
Jesthy dkk Analisis Deskriptif | Pelaksanaan prosedur
(2017) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja
Prosedur pada Badan Usaha Milik
Pemeriksaan Daerah dilakukan
Kinerja Pada Badan berdasarkan Standar
Usaha Milik Daerah Audit Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah yang
ditetapkan Menteri
Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008
tanggal 31 Maret 2008
South dkk Pengukuran Deskriptif | Pengelolaan keuangan
(2016) Efisiensi Dan pada PDKPA Kabupaten
Efektivitas Minahasa Selatan
Pengelolaan sangat efektif yang
Keuangan Daerah dilihat dari tahun
Pada Dinas anggaran 2011-2014
Pengelola yang mencapai 100%
Keuangan, tetapi dalam pengelolaan
Pendapatan-bDan keuangan daerah masih
Aset (DPKPA) kurang efisien
Kabupaten
Minahasa
Putra dkk Analisis Efektivitas Deskriptif | Pada periode 2008-2012
(2014) Penerimaan Dan menunjukkan bahwa dari
Kontribusi Retribusi keseluruhan tingkat
Daerah Terhadap efektivitas penerimaan
Pendapatan Asli retribusi daerah sudah
Daerah (Studi Pada efektif.
Dinas Pengelola
Keuangan Daerah
Kota Blitar)
Kesek Efektivitas Dan Deskriptif- | Pada tahun anggaran
(2013) Kontribusi Kualitatif | 2009-2012 menunjukkan
Penerimaan Pajak bahwa tingkat efektivitas
Parkir Terhadap pajak parkir mengalami
Pendapatan Asli peningkatan setiap
Daerah (PAD) Kota tahunnya.
Manado
Lamia Analisis Efektivitas Deskriptif | Pajak reklame, pajak
(2015) dan Kontribusi Kualitatif | restoran dan pajak
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Pemungutan Pajak penerangan jalan secara
Restoran, Pajak keseluruhan mengalami
Reklame Dan Pajak peningkatan dan sudah
Penerangan Jalan efektif
Pada PAD
Kabupaten
Minahasa
10 | Rahmawati Pengaruh Audit Kuantitatif | Audit internal akan
(2014) Kinerja Terhadap mendorong tercapainya
Penerapan Good penerapan Good
Corporate Governance dilingkup
Governance Luwu Inspektorat sehingga
nanti secara garis besar
nantinya akan
mendorong tatakelola
keuangan dilingkup
pemerintah kabupaten .

F. Kerangka Pikir

Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) atau Inspektorat daerah merupakan
suatu lembaga pengawasan yang ada dalam lingkungan daerah yang memegang
kendali yang sangat besar dan berpengaruh dalam kemajuan serta keberhasilan
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan inspektorat daerah dan pihak-pihak
yang memegang fungsi dalam pengawasan daerah. Untuk mencapai tujuan dan
harapan tersebut, maka kegiatan audit yang dilakukan harus sejalan dengan
berbagai fungsi-fungsi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
seperti fungsi aktivitas dan fungsi program dan lainnya.

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan manajemen audit dalam

mengawasi sistem keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba
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memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk
mengelola pendapatan daerah secara profesional dan transparan, dalam rangka
mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Dengan dilakukannya
pengelolaan pendapatan daerah secara optimal akan berdampak pada

pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah

A

Kabupaten Bulukumba

Pendapatan Daerah

Audit Manajemen

A 4

Peningkatan Pendapatan

Daerah
TA 2014 - 2018

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB llI
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptip-kualitatif. Deskriptif-kualitatif merupakan metode penelitian yang
menggambarkan kondisi dari objek penelitian. Menurut Sugiyono (2014)
penelitian kualitatif  digunakan untuk meneliti objek yang alamiah yang
dikumpulkan dari data yang bentuk kata-kata, kalimat, dokumen, maupun arsip
yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian ini menggunakan Desktiptif-
kualitatif karena penelitian' ini berusaha menggambarkan keadaan yang
sebenarnya, hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran secara obyektif

dari objek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Bulukumba yang beralamat jalan Jendral Sudirman No. 05
Bulukumba. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai

Juni 2019.

C. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer

dan data sekunder.

32
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1) Data Primer, yaitu data yang berisikan informasi yang diperoleh secara
langsung dari tempat penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil dokumentasi berupa

informasi atau dokumen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan
penelitian.
2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan
pimpinan atau pegawai yang terkait dengan masalah penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu melakukan-penelitian terhadap struktur organisasi kantor

dan laporan keuangan operasional.

E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulkan data
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa alat, yaitu :
1. Perekam suara,
2. Buku catatan,
3. Alat tulis,

4. Daftar pertanyaan wawancara
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F. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif, dimana peneliti menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan
atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat dan data angka berdasarkan
keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan
masalah penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian diiterpretasikan guna
memberikan gambaran yang jelas tekait dengan masalah yang diajukan.

Metode analisis tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kesek
(2013) bahwa analisis deskriptif yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan,
menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan
gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.
Metodeanalisis tersebut sudah -pernah.digunakan pada penelitian sebelumnya
seperti penelitian yang dilakukanoleh”Suoth tahun 2016 dan penelitian yang
dilakukan oleh Rondonuwu tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena dalam penelitian ini
peneliti menggambarkan mengenai bagaimana peranan audit manajemen dalam
meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulukumba sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan mengevaluasi sistem
dan prosedur apakah dapat berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan
keterangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam
penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan terkait

masalah yang diajukan.
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GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat Il di Provinsi
Sulawesi Selatan ,.Indonesia. Ibu kota Kabupaten Bulukumba terletak di kota
Bulukumba. -Kabupaten. ini memiliki- luas 1.154,67 -km2 dan berpenduduk
sebanyak 394.757 jiwa.Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 24
kelurahan, serta 123 desa.

Secara kewilayahan, kabupaten Bulukumba terletak pada kondisi empat
dimensi, yaitu dataran tinggi di-kaki Gunung Bawakaraeng-Lompobattang,
dataran rendah, pantai dan laut.lepas.Kabupaten Bulukumba terletak di ujung
selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan insdustri
perahu yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat
Pemerintah Daerah.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara
05°20° — 05°40° LS dan 119°58° - 120°28° BT. Dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai
2. Sebelah Selatan : Laut Flores
3. Sebelah Timur : Teluk Bone

4. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng

35
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Awal terbentuknya, kota Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan
(Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang),
tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita lopi”
sudah terdiri atas 10 kecamatan.

Ke 10 kecamatan tersebut adalah:

1) Kecamatan Ujung Bulu.(Ibukota Kabupaten)
2) Kecamatan Gantarang

3) Kecamatan Kindang

4) Kecamatan Rilau Ale

5) Kecamatan Bulukumpa

6) Kecamatan Ujung Loe

7) Kecamatan Bonto Bahari

8) Kecamatan Bonto Tiro

9) Kecamatan Kajang

10) Kecamatan Herlang

Kecamatan yang terdiri dari 10 tersebut, tujuh di antaranya merupakan
daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu
Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe,
Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan
Kecamatan Herlang.

Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan
perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan

Bulukumpa.
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2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan unsur
pelaksana yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
serta Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Badan Pendapatan Daerah-Kabupaten Bulukumba resmi berdiri menjadi
Badan pada tahun 2016, Bapenda yang sebelumnya adalah bagian dari
Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, namun dipisah dikarenakan
semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah
satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang
dinamis, nyata, dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan upaya
peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah
maka dilakukan pemekaran menjadi dua SKPD yang menjalankan fungsinya
masing-masing untuk membangun daerah vyaitu Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Bulukumba
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B. Visi dan Misi Organisasi
1. Visi
Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. “Maksimalnya
peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah
yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif’.
2. Misi
Berdasarkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% pertahun total
pendapatan daerah sekitar 10% pertahun.

b. Meningkatkan Kapasitas, Efektivitas dan Efisiensi unit kerja dalam rangka
memberikan kualitas prima dalam, pelayanan pajak.

c. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal,
jujur, bertanggung jawab dan professional dalam kemampuan teknis
maupun manajemen.

d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang
tranparan dan akuntabel.

e. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

C. Struktur Organisasi dan Job Description
1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk
mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung

jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Dalam pencapain
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tujuan dan sasaran suatu organisasi maka struktur organisasi sangat penting
karena struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Bidang Pendataan,
Pendaftaran dan Bidang Penetapan Bidang
Pengembangan dan Keberatan Penagihan
Potensi
UPT
Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba



40

2. Job Description

1. Kepala Badan

a.

Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan

Pendapatan Daerah,

. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta singkronisasi dan

integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan
Badan Pendapatan Daerah,

Menyelenggarakan urusan Badan Pendapatan Daerah,

. .Mengkoordinasikan - pelaksanaan = pengendalian, penempatan dan

pembinaan kepegawaian dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah,

. Mengendalikan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah,

Menyelenggarakan urusan'umum Badan Pendapatan Daerah.

. Melaksanakan pemantauan ‘dan evaluasi secara berkala pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah.

. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka terciptanya
keselarasan program kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam
lingkup kerja dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah,
Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada
bawahan,

Memantau dan mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan,
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,
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m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

a.

Mengkoordinasikan dan penyusunan program serta dalam kegiatan

kesekretariatan,

. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan,

. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

kesektariatan,
Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan dan penegelolaan keuangan dan

perlengkapan,

. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan melakukan

mengendalikan serta ‘'menetapkan kebijakan umum kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan,

Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup Badan

Pendapatan Daerah,

. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum, urusan

kepegawaian, urusan pengelolaan keuangan dan asset, serta
pelaksanaan urusan perlengkapan,
Melakukan  pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan

administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset,
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j- Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan
dan pengembangan karir,

k. Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan
masalah sesuai bidang tugasnya,

. Memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP),

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,

0. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penagihan

a. Menyusun rencana program-dan kegiatan,

b. Menyusun pedoman dan/atau.petunjuk tehnis pelaksanaan kegiatan,

¢. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada
bawahan,

d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
bawahan,

e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tehnis bidang penagihan,

f. Melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak
daerah lainnya,

g. Menyusun laporan realisasi tunggakan PBB, Bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan BPHTB dan pajak daerah lainnya,
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h. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen
perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA),

i. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan,

j- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,

I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penetapan Dan Keberatan

a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penetapan dan
keberatan,

b. Mendistribusikan tugas: ‘dan’-memberi petunjuk pelaksanaan kepada
bawahan,

¢c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
bawahan,

d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnis
penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan,

e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
penetapan dan keberatan,

f. Melaksanakan penghitungan penetapan dan keberatan,

g. Melaksanakan proses penghitungan penetapan, keberatan, pembukuan

dan pelaporan,
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. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB,
dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya,
Melaksanakan porporasi benda berharga BPHTB dan Pajak daerah
lainnya,
Merumuskan penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan
lainnya yang telah diterbitkan,
. Mendistribusikan SSPD, BPHTB, dan SKPD kepada wajib pajak daerah
lainnya,
Melaksanakan pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya,
.Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen
perubahan pelaksanaan angaran (DPPA),
. Merumuskan penyusunan standar pelayanan public (SPP) dan standar
operasional prosedur (SOP),
. Merumuskan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
dan standar pelayanan minimal (SPM),
. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,
. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan,
. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Potensi

a. Menyusun rencana program dan Kkegiatan dibidang pendataan,

pendaftaran dan pengembangan potensi,
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. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan,

. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
bawahan,

. Memeriksa bahan perumusan dan pendataan, pendaftaran dan
pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan
pengembangan potensi,

. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pendataan,
pendaftaran, dan @ pengembangan potensi, = pengelolaan data dan
pelayanan umum dan pengembangan potensi,

Melakasanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD
pajak bumi dan bangunan (PBB),

. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Anggaran (DPPA),

. Melaporkan hasil penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA),

Menyusun standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional
Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan,

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Audit Manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten

Bulukumba

Implementasi audit manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba
merupakan upaya pemerintah.daerah Kabupaten Bulukumba untuk menjalankan
sistem pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, pelaksanaan audit
manajemen yang dinilai mampu untuk memberikan manfaat yang lebih mengenai
peningkatan kinerja yang dilakukan agar mampu menjalankan fungsi dan tugas
yang telah diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi dalam
mengoptimalkan pendapatan daerah untuk kepentingan 'masyarakat luas
terutama masalah pembangunan yang-ada di Kabupaten Bulukumba.

Audit manajemen di pemerintah .Daerah Kabupaten Bulukumba dilakukan
oleh audit internal yang berkantor di Inspektorat daerah Kabupaten Bulukumba
yang melakukan audit manajemen di kantor-kantor —wilayah Kabupaten
Bulukumba termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Audit manajemen  dilakukan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bulukumba dapat menilai kinerja dan melihat kelemahan-kelemahan sistem yang
telah ditetapkan untuk dilakukan perbaikan, agar kelemahan tersebut tidak lagi di
temukan dan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
meningkat. Yang menjadi objek utama audit manajemen pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bulukumba vyaitu Standar Operasonal (SOP) yang di
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dalamnya termasuk sistem dan prosedur yang digunakan oleh Badan
Pendapatan Daerah melakukan penerimaan pendapatan Daerah.

Pelaksanaan audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten bulukumba dilaksanakan sesuai dengan
sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan sistem dan prosedur
tersebut audit manajemen .yang dilakukan oleh tim audit internal akan
memberikan rekomendasi atau pun saran mengenai sistem operasional Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan tugas dan
fungsinya untuk mengelola pendapatan daerah' sesuai dengan peraturan dan

undang-undang yang berlaku.



Penugasan Audit
Manajemen

v

Perencanaan dan Program
Audit Manajemen

v

Persiapan Audit

Manajemen
v ! -
Pengujian Pengujian Identifikasi IKK
Pengendalian Penerapan Kumpulkan
Manajemen GCG Oleh Info, Visi, Misi,
Manajemen Strategi Target
, dll
Ya

S

Nilai
Kewajaran
IKK

Review Kewajaran
Laporan Tingkat
Kesehatan

.

Laporan Audit
Manajemen (Termasuk
Saran Untuk
Pengembangan IKK)

v

Tidak

48

Saran
Perbaikan

Review
Operasional

'

Review
Kewajaran
Laporan Tingkat
Kesehatan

v

Saran
Dilaksanakan

Gambar 4.2

Sistem dan Prosedur Audit Manajemen

Laporan Audit
Manajemen




49

Audit manajemen dilakukan oleh tim audit internal setelah ada penugasan
audit, baik penugasan yang sudah menjadi program kerja pemeriksaan tahunan
(PKPT), dimana tim audit internal yang melakukan audit manajemen sudah
pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba. Tim audit kemudian melakukan perencanaan dan
pembuatan program Audit.--Manajemen sebelum mulai pemeriksaan dan
dilanjutkan persiapan audit.

Tahap selanjutnya, Tim audit internal yang melakukan audit manajemen
melakukan pengujian pengendalian manajemen untuk mengetahui penerapan
sistem pengendalian manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bulukumba yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan
keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya tim audit melakukan'.pengujian penerapan good coorporate
governance (GCG) oleh manajemen.

Pengukuran dan pengujian Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimulai dengan
pengembangan IKK yang tepat dan sesuai Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba. Indikator yang telah ditetapkan kemudian diukur,
dihitung dengan menggunakan data yang tersedia. Dalam tahap ini termasuk
pelaksanaan survei kepuasan wajib pajak dan survei kepuasan pegawai. Dari
hasil survei tersebut dapat atau akan mengidentifikasikan kesenjangan antara
kinerja yang terjadi dengan yang diharapkan serta memungkinkan disusunnya

rencana tindak lanjut untuk perbaikan.
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Tahap review operasional. Dalam tahap ini perlu dilakukan pengukuran
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari aktivitas utama, sehingga dapat
menghasilkan suatu langkah kerja perbaikan. Dari hasil pemeriksaan, tim audit
melakukan pengumpulan bukti-bukti yang didokumentasikan dalam kertas kerja
audit.

Pelaporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk tulisan, yang berisi
penyampaian hasil ‘audit dan pemberian rekomendasi saran perbaikan bagi
manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan tindak lanjut atas
pelaksanaan dari rekomendasi saran yang diberikan oleh tim audit untuk
memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bulukumba.

Hasil Penelitian

Audit manajemen yang dilakukan oleh audit internal pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk menilai kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan penerimaan
pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara berikut ini mengenai peranan audit
manajemen dalam penerimaan pendapatan daerah, seperti yang di ungkapkan
oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Bapak A.
Sufardiman bahwa :

“ee.. jadi di kantor kami itu ada sistem yang digunakan dalam melakukan

penerimaan pendapatan, nah dari sistem itu maka itu audit manajemen
berperan dalam mengawasi itu sistem, eee... jadi di sini itu semua

pekerjaan yang kita lakukan disini selalu diawasi dalam upaya untuk
meningkatkan pendapatan di daerah Bulukumba, bisa dikatakan semua
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pekerjaan itu yang kita lakukan di sini itu terkontrol dengan audit
manajemen.” (Wawancara tanggal 06 Mei 2019)

Hal yang di ungkapkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba Bapak Abd Rahman bahwa :

“saya kira itu perannya audit sebagai pengawasan yang mengawasi kita
dalam melakukan pekerjaan dalam meningkatkan pendapatan, ee..
karena kita disini ada sistem dalam melakukan penerimaan bukan
melakukan asal-asalan tapi ada sistem nah dari sistem itulah di awasi
sedemikian rupa dari audit, jadi kita juga dalam bekerja itu bersungguh-
sungguh agar tujuan yang kita tetapkan itu dapat tercapai, tapi sebelum
kita di awasi sama audit manajemen itu, disini juga pimpinan melakukan
pengawasan.”(\Wawancara tanggal 06 Mei 2019)

Hal yang tidak jauh bebeda juga di ungkapkan oleh salah satu staf bapak
Tri Sultan Efendi mengungkapkan bahwa :

‘emm perananannya- itu dek dalam penerimaan pendapatan memeriksa
serta mengawasi kita dalam melakukan pekerjaan kita di sini, seperti
halnya dek semua penerimaan terawasi dengan baik.”(Wawancara
tanggal 25 Juli 2019)

Jawaban yang serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Awaluddin Asnur
bahwa :

“‘Audit manajemen itu perannya dalam penerimaan ee,, kaya pengawasan,
jadi kita itu dalam melakukan penerimaan juga terkontrol dengan baik,
pengawasannya itu dilakukan  terutama = mengenai  cara-cara
pemungutannya itu pendapatan seperti apa, itu mi di awasi semua, jadi
dalam melakukan pekerjaan kita tidak asal-asal maka dari itu bisamii
meningkat pendapatanta di daerah.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Harianto Hasyim
bahwa :

“apadiih, saya pikir itu peranannya dek besar sekali karena itu bisa
memeriksa segala kegiatan di sini, dalam artian kita di awasi dalam
bekerja untuk meningkatkan penerimaan itu,, ee penerimaan pendapatan,
jadi kita bekerja juga enak karena sistem yang di kantor jalankan sudah
diawasi dengan baik, kalau pale ada kekurangan atau kelemahan bisa mi
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di tau karena ada itu audit manajemen yang awasiki sama periksa itu
sistem.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas maka peneliti simpulkan bahwa peran audit
manajemen dalam penerimaan pendapatan daerah vyaitu berguna dalam
mengawasi sistem dalam penerimaan pendapatan daerah Kabupaten
Bulukumba.

Audit manajemen  sangat berperan - penting dalam meningkatkan
penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil wawancara berikut ini
dengan beberapa informan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Sufardiman
bahwa :

“ emm iye’ sangat berperan penting, karena kembaliki lagi sama perannya
audit manajemen itu sebagal pengawasan, jadi kalau di kantor ini tidak
ada yang awasiki maka proses dalam penerimaan pendapatan pasti tidak
berjalan dengan baik, dan-pasti.mi orang yang bekerja tidak sesuai aturan
terutama kebocoran-kebocoran pasti sering terjadi di
BAPENDA.”(Wawancara tanggal 06 Mei 2019)

Hal yang di ungkapkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapak

Abd Rahman memaparkan bahwa :

“saya kira sangat penting sekali peranannya untuk memanimalisir
kebocoran-kebocoran = eemm untuk meningkatkan pendapatan, ee..
pertama untuk meningkatkan pendapatan kita maka kita akan melakukan
audit dari audit itu, ee.. kita dapat melihat di mana kendalanya sampai
pendapatan itu kecil, katakanlah kita turun melakukan uji petik
pendapatan-pendapatan.”(Wawancara tanggal 06 Mei 2019)

Hal yang tidak jauh berbeda juga di ungkapkan oleh Staf Badan

Pendapatan Daerah Bapak Tri Sultan Efendi bahwa :
“Kalau audit manajemen itu penting sekali peranannya dek, karena dengan

adanya audit itu kita di sini bisa bekerja secara maksimal karena ada
pengawasan dari itu audit, sehingga proses kita dalam bekerja bisa
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berjalan efektif, eemm dalam artian bisa memanimalisir kecurangan dan
juga penyimpangan yang lain, itu saja,,.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Bapak Awaluddin Asnur juga memaparkan hal yang sama bahwa :

“iye sangat berperan penting bahkan penting sekali karena tanpa

pengawasan dari audit manajemen itu, kita tidak akan bekerja dengan
baik dan sistem di sini tidak akan berjalan dengan baik, eem satu lagi jika
tidak ada audit manajemen kita tidak akan tau kalau ada keboran-keboran
dan penyimpangan yang terjadi.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Harianto Hasyim bahwa :

“Kalau berbicara masalah peran audit manajemen dalam meningkatkan
penerimaan pendapatan daerah saya kira sangat penting peranannya,
karena dengan adanya audit manajemen yang  bertidak sebagai
pengawasan, maka kita di sini di awasi agar kita bisa bekerja dengan
maksimal dalam pengawasan yang dilakukan sama audit manajemen itu
bisa melihat kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa perbaiki untuk
memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita
sebagai pegawai yang punya tanggung jawab tinggi juga merasa
beruntung dengan adanya audit manajemen itu, eemm karena itu bisa
digunakan untuk mengantisipasi kesalahan, kebocoran, tidak patuh
aturan, jadi ee....audit 'manajemen itu bisa memanimalisir kebocoran-
kebocoran apalagi di kantor ini ada namanya uji petik, jadi segala hal
yang menjadi kendala dalam hal meningkatkan penerimaan pendapatan
bisa kita tau.”(WWawancara tanggal 25 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa audit manajemen
berperan sebagai pengawasan dalam penerimaan pendapatan. Pegawasan
adalah sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan
tindakan yang diharapkan mampu mendukung dalam pencapaian hasil yang
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

1. Tujuan dari fungsi pengawasan
a. Adaptasi lingkungan. Tujuan utama dari fungsi pengawasan adalah agar

suatu organisasi mampu terus beradaptasi dengan perubahan-



54

perubahan yang terjadi dilingkungannya baik itu lingkungan yang bersifat
internal maupun yang bersifat eksternal.

b. Minimum kegagalan. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah
untuk meminimumkan kegagalan.

c. Minimum Biaya. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah
meminimumkan biaya.

d. Antisipasi Kompleksitas Organisasi. Tujuan yang terakhir dari fungsi
pengawasan adalah agar entitas dapat mengantisipasi berbagai
kegiatan organisasi yang kompleks.

2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses fungsi pengawasan

a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja ideal. Tujuan yang
ingin dicapai dalam suatu entitas atau organisasi sebaiknya ditetapkan
dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan.

b. Penilaian kinerja. Upaya yang dilakukan untuk membandingkan kinerja
yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditatapkan
sebelumnya.

c. Membandingkan kinerja dengan standar. Setelah menetapkan bahwa
yang akan dinilai adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah setiap
satu tahun sekali oleh audit manajemen, maka pada tahap ini audit
manajemen akan melakukan perbandingan mengenai apa yang telah
diperoleh dibagian penerimaan pendapatan daerah dengan standar yang

telah ditetapkan.
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d. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Dalam proses
pengawasan yang telah dilakukan melalui perbandingan antara kinerja
dengan standar akan memperoleh informasi bahwa kinerja berada diatas
standar atau sangat efektif.

3. Tipe-tipe Pengawasan

a. Pengawasan Pendahuluan. Dirancang untuk mengantisipasi masalah
atau penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dari standar atau
tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan
tertentu diselesaikan.

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung. Pengawasan merupakan
proses dimana aspek tertentu pada suatu prosedur harus disetujui
terlebih dahulu atau syarat'tertentu harus dipenuhi sebeum kegiatan
dilanjutkan.

c. Pengawasan umpan balik. Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang
telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau
standar yang ditentukan dan menemuan-penemuan diterapkan untuk
kegiatan yang serupa dimasa yang akan datang.

Audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
Kabupaten Bulukumba tidak mengalami hambatan, berdasarkan hasil
wawancara dengan beberapa informan berikut. Hasil wawancara yang
dilakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Bapak A. Sufardiman bahwa :
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“ ALHAMDULILLAH, sejauh ini tidak adaji hambatan, karena yang lakukan
audit manajemen di kantor kita itu sudah bagusmi cara pelaksanaannya,
bisa dikatakan sudah maksimal dan efektifmi pelaksanaannya.”

Hal yang tidak jauh berbeda juga di ungkapkan oleh Sekretaris Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba bahwa :

“ saya kira tidak ada hambatan, kita dalam proses audit tidak ada hambatan
karena semua data-data yang akan di audit semua sudah disiapkan oleh
sasaran yang di audit, jadi data-data sudah tersedia semua sehingga
dapat dipastikan bahwa tidak ada kendala dalam melakukan audit, orang-
orang yang melakukan audit manajemen di BAPENDA ini juga sudah baik
baik cara kerjanya dan pelaksanaannya.”

Bapak Tri Sultan Efendi staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bulukumba juga mengungkapkan hal yang sama bahwa :
‘yang saya tau itu tidak ada hambatan, itu karena dalam pekerjaan kita di
kantor sudah baik ditambah lagi itu juga tim audit semuanya orang yang
berpengalaman jadi bisa bekerja secara maksimal, ee,, nah dari itulah
mampu memberikan rekomendasi untuk kita di sini menyangkut
kelemahan yang bisa menyebabkan tujuan dalam BAPENDA itu tidak
tercapai,, itu saja..”(WWawancara.tanggal 25 Mei 2019)

Pernyataan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa audit
manajemen telah dilaksanakan secara maksimal dan efektif.  Adapun Langkah-
langkah audit manajemen dalam memaksimalkan kinerjanya terdiri atas 5 lima
langkah utama yang dilakukan dalam proses audit manajemen dan yang
digunakan oleh organisasi dalam meningkatkan proses mereka.

1. Perencanaan Jadwal Audit. Bagian yang terpenting dalam suatu proses
audit yaitu memiliki jadwal audit yang yang tersedia dan membiarkan semua
orang mengetahui kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan

datang (biasanya jadwal tahunan). Jika audit manajemen yang dilakukan

tidak memiliki rencana audit atau melakukan audit secara mendadak akan
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memberikan kesan bahwa kepala pimpinan sudah tidak percaya dengan
pegawainya. Dengan menerbitkan jadwal audit, kesan yang disampaikan
adalah bahwa tim audit datang untuk membantu suatu pihak manajemen
untuk melakukan perbaikan. Hal ini dapat memungkinkan pihak instansi
tersebut untuk menyelesikan . perbaikannya sebelum audit dilakukan,
sehingga mereka mendapat informasi _berharga tentang hasil pelaksanaan
perbaikan yang telah mereka lakukan, atau meminta auditor untuk fokus
membantu dan mengumpulkan informasi’ untuk melakukan perencanaan
improvement di area lainnya.

. Perencanaan proses audit. Langkah pertama dalam perencanaan audit
adalah melakukan konfirmasi dengan pihak instansi kapan audit dilakukan.
Rencana di atas lebih kepada pedoman seberapa sering proses akan diaudit
dan kapan kira-kira akan dilakukan, tetapi dengan melakukan konfirmasi
memungkinkan audit manajemen dengan pihak instansi untuk berkalaborasi
dalam menentukan waktu terbaik dan secara bersama-sama meninjau hasil
audit sebelumnya dan melihat apakah ada tindak lanjut yang diperlukan pada
komentar atau masalah sebelumnya ditemukan, dan ketika pihak instansi
dapat mengidentifikasi daerah yang perlu perbaikan maka auditor dapat
melihat dan membantu pihak instansi tersebut untuk mengidentifikasi
informasi yang diperlukan. Sebuah rencana audit yang baik dapat
memastikan bahwa pihak instansi akan mendapatkan nilai tambah dari

proses audit manajemen yang dilakukan.
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3. Melakukan audit. Audit manajemen dimulai dengan pertemuan tim audit dan
pihak instansi untuk memastikan bahwa rencana audit manajemen telah
selesai dan siap. Maka ada banyak jalan yang dilakukan oleh tim audit untuk
mengumpulkan informasi selama audit manajemen berlangsung seperti
meninjau catatan-catatan yang berkaitan dengan operasional, berbicara
dengan pegawai dan banyak lagi. Fokus utama dari kegiatan ini untuk
mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperi apa yang telah
direncanakan dan efektif dalam menghasilkan output yang dibutuhkan. Salah
satu hal yang paling berharga yang dilakukan oleh tim audit manajemen bagi
instansi yaitu tim audit tidak hanya melakukan identifikasi ke area-area yang
tidak berfungsi dengan baik, tetapi juga menunjukkan proses yang mana saja
yang dapat berfungsi lebih baik lagi jika dilakukan perbaikan.

4. Pelaporan Audit. Pertemuan-penutupan dengan pihak instansi adalah suatu
keharusan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda. Pihak
instansi ingin mengetahui apakah ada kelemahan yang perlu ditangani. Ini
harus diikuti dengan catatan tertulis yang dilakukan segera mungkin untuk
memberikan informasi dalam format yang lebih permanen untuk membuat
tindak lanjut dari informasi tersebut. Dengan melakukan identifikasi bukan
hanya area-area yang tidak sesuai dengan proses, tetapi juga area positif
dan area yang memiliki potensi. Pihak instansi akan mendapatkan nilai
tambah yang lebih baik dari audit manajemen yang dilakukan, dangan

melakukan perbaikan dari rekomendasi tersebut.
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5. Tindak Lanjut. Seperti banyak standar manajemen mutu, tindak lanjut
merupakan suatu langkah terpenting. Jika masalah telah ditemukan dan
tidakan lanjut perbaikan telah dilakukan, lalu memastikan bahwa
rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan tersebut telah diperbaiki
dan itu yang merupakan kunci dari perbaikan. Jika perbaikan telah dilakukan
,maka proses selanjutnya adalah melihat seberapa banyak proses yang telah

meningkat dari yang sebelumnya.

C. Peranan Audit Manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan hasil bagian B diatas, bahwa dengan adanya audit
manajemen yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bulukumba dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba.
Audit manajemen yang dilakukan oleh-tim audit internal sangat berperan penting
dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba
yang dilihat dari fungsi audit manajemen yang mengawasi kinerja Badan
Pendapatan Daerah terutama mengawasi sistem dan prosedur dalam
penerimaan pendapatan daerah.
‘Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah salah satu satuan
kerja perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah Kabupaten
Bulukumba. Dalam pengelolah keuangan daerah khususnya penerimaan
pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh PKK-SKPD dengan
melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan”.
a. Wajib pajak membayar pajak di Bank dengan dasar SSPD dan menyerahkan

STS ke bendahara penerimaan.
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b. Bendahara penerimaan membuat dan menyampaikan LPJ Administratif dan
bukti-bukti pendukungnya ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setiap
bulan.

c. PPK-SKP memverifikasikan LPJ Administratif bendahara penerimaan dan
membukukan transaksi penerimaan pajak daerah dan penyetorannya.

d. Secara periodik, PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.

e. PPK-SKPD membuat neraca saldo dan laporan keuangan pada setiap akhir
periode tertentu.

Berdasarkan adanya audit manajemen ‘yang dilakukan pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba maka penerimaan pendapatan
daerah Kabupaten Bulukumba meningkat seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

No A‘Ig’}zf;:gn Pendapatan Daerah b (%)
Anggaran Realisasi

1 2014 1,088,477,944,376.00 | 1,099,995,025,833.07 101.06

2 2015 1,331,962,405,570.00 | 1,332,345,752,332.80 100.03

3 2016 1,528,918,342,046.00 | 1.372,714,249,806.06 89.78

4 2017 1,543,657,553,185.43 | 1,431,800,027,268.32 92.75

5 2018 1,496,672,478,735.88 | 1,426,900,299,517,07 95.34

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan daerah
kabupaten bulukumba pada tahun 2014 sebesar Rp 1,099,995,025,833.07,

pendapatan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp

1,332,345,752,332.80, pada tahun 2015. Pada tahun 2016 pendapatan

meningkat sebesar Rp 1.372,714,249,806.06 kemudian pada tahun 2017
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pendapatan masih mengalami peningkatan sebesar Rp
1,431,800,027,268.32dan pada tahun 2018 pendapatan daerah menurun
sehingga besarnya pendapatan daerah menjadi Rp 1,426,900,299,517,07.
Mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pendapatan daerah mengalami
peningkatan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

1,600,000,000,000.00. ¥ 0
1,400,000,000,000.00 -
1,200,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00 |
800,000,000,000.00 -
600,000,000,000.00 -
400,000,000,000.00
200,000,000,000.00
0.00

2015 2016 2017 2018

B Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah, 2019

Gambar 4.3

Tingkat Pencapaian Pendapatan Daerah
Bardasarkan grafik tersebut dapat dilihat tingkat penerimaan pendapatan

daerah Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

D. Pembahasan
Audit Manajemen pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bulukumba dilakukan oleh auditor internal yang berkator pada Inspektorat

Kabupaten Bulukumba. Auditor internal tersebut melakukan audit ke seluruh
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kantor-kantor di wilayah kabupaten Bulukumba, termasuk kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peran audit
manajemen pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
dapat dilihat dari beberapa unsur sebagai berikut :

1) Independensi

Independensi sangat perlu dimiliki oleh seorang auditor baik itu auditor
internal maupun auditor eksternal. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti
lakukan auditor internal yang melakukan audit manajemen di kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba telah memiliki independensi
yang sangat baik. Hal ini dikarenakan kedudukan tim audit dalam Kantor
Badan Pendapatan Daerah- berdiri sendiri dan tidak termasuk bagian dalam
organisasi manajemen Badan-Pendapatan Daerah dan tidak terikat pada
devisi-devisi tertentu tertentu dan mengungkapkan pemikiran berdasarkan
temuan-temuan yang didapatkan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari
pihak manajemen.

Audit manajemen dilakukan secara bebas dan objektif terhadap semua
bagian yang menjadi objek audithnya berdasarkan bukti-bukti yang
diperolehnya agar benar-benar dapat memberikan rekomendasi yang akurat
untuk membantu pihak manajemen Badan Pendapatan Daerah
meningkatkan kinerjanya. Pihak manajemen Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bulukumba memberikan dukungan penuh kepada tim audit
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internal yang melakukan audit manajemen dengan memberikan semua
bukti-bukti yang diminta oleh tim audit tersebut.

Sikap independensi yang telah dilakukan tim audit internal yang
melakukan audit manajemen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bulukumba selalu mengedepankan sikap yang netral dan tidak memihak
atau berpihak pada siapapun dalam. melaksanakan audit manajemen, hal
tersebut dapat dilihat pada saat melakukan audit manajemen tim audit
mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung audit manajemen
yang dilakukan tanpa melihat siapa yang menjadi objek audit.

Kemampuan Profesional

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tim audit internal
Badan Pendapatan Daerah-merupakan orang-orang yang berpengalaman
dalam bidang audit. Selainitu,. mereka juga adalah orang-orang yang
memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai tentang apa yang
mereka kerjakan. Dan bukan hanya pengetahuan yang menyangkut
masalah audit, tetapi juga mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan
yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.

Hasil penelitian juga didapatkan bahwa tim audit internal yang
melakukan audit manajemen juga seringkali berkomunikasi dan berinteraksi
dengan pihak-pihak atau karyawan yang menjadi objek auditnya. Dengan
terpenuhinya kemampuan professional tersebut, maka tim audit internal
yang melakukan audit manajemen pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bulukumba mampu bertanggung jawab serta dapat memberikan
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hasil kerja yang maksimal untuk membantu Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan audit manajemen pada kantor Badan Pendapatan Daerah
yang dilakukan oleh tim audit internal mampu mendeteksi kelemahan-
kelemahan dalam kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah, seperti
memberikan rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah mengenai
sistem pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien agar Badan
Pendapatan Daerah menindaklanjuti rekomendasi dari audit manajemen
untuk melakukan perbaikan mengenai sistem tersebut agar sistem dalam
pemungutan pajak daerah berjalan sesuai undang-undang yang berlaku
secara efektif dan efisien.

Ruang Lingkup Pekerjaan Auditnternal

Berdasarkan hasil penelitian. yang peneliti lakukan, audit manajemen
yang dilakukan oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba telah dilakukan secara menyeluruh mengenai aspek-
aspek kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapan Daerah yang
mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah tersebut. Selain itu, audit
manajemen juga telah dilakukan terhadap rencana-rencana kerja serta
pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah sehingga audit
manajemen tersebut dapat memberikan hasil dan rekomendasi yang
bermanfaat bagi peningkatan kinerja secara menyeluruh dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bulukumba.
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Pemeriksaan audit manajemen oleh tim audit internal pada Badan
Pendapatan Daerah meliputi semua yang menyangkut kegiatan operasional
Badan Pendapatan Daerah seperti kinerja pegawai, standar pengendalian
internal, sistem dan prosedur pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan
kesesuaiannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Audit Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pelaksanaan audit
manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bulukumba sudah memadai. Sebelum tim audit datang
ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk
melakukan audit manajemen’ telah dilakukan koordinasi dan komunikasi
terlebih dahulu kepada kantor. tersebut khususnyabagian-bagian yang
menjadi objek audit yang akan diperiksa agar mempersiapkan segala hal
yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan nanti, agar proses audit
manajemen yang dilakukan dapat berjalan lancar.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan semua bukti-bukti yang
cukup kompeten dan relevan, serta melakukan evaluasi terhadap semua
bukti dan informasi tersebut dan mengidentifikasi serta menyusun temuan-
temuan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah itu, tim audit internal yang
melakukan audit manajemen memberikan rekomendasi kepada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil temuan audit

manajemen yang telah dilakukan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
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Bulukumba menerima rekomendasi dan saran tersebut untuk dilakukan
dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Audit manajemen dilakukan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bulukumba dapat menilai kinerja pegawai serta untuk mengetahui kelemahan-
kelemahan yang ada untuk dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang.
Audit manajemen berperan dalam proses penerimaan pendapatan daerah yang
dilihat dari pendapatan disetiap tahun anggaran 2014-2018. Pendapatan
Daerah Kabupaten Bulukumba mengalami’ peningkatan pada tahun 2014
sampai pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan
pendapatan daerah.

Penurunan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba di tahun
2018 disebabkan karena penurunan Pendapatan Asli Daerah, penurunan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba disebabkan karena
tidak efektifnya realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Bulukumba yaitu
program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam pemungutan pajak yang
belum optimal. Hal tersebut terjadi karena sistem dalam penerimaan
pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pemungutan
pajak belum efektif dan efisien.

Sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba dalam
pemungutan pajak belum efektif dan efisien karena dalam proses sistem
pemungutan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan Perda No 3 dan 4 Tahun

2012 yang mengatur tentang pajak, hal tersebut dikarenakan pada Badan
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Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba masih menggunakan sistem
penetapan, sistem penetapan tersebut digunakan untuk beberapa jenis pajak
sepeti pajak restoran, pajak hotel dan cafe. Pajak-pajak tersebut masih
menggunakan sistem penetapan karena sebagian besar Wajib Pajak (WP)
belum menggunakan Cash Register meskipun ada beberapa Wajib Pajak yang
menggunakan Cash Register tetapi tergolong masih kecil yaitu perbandingan
1:10. Selain dari itu, pemungutan pajak yang dilakukan masih menggunakan
sistem menerka-nerka walaupun telah diadakan uji petik meskipun tidak
sepenuhnya menerka-nerka dalam pemungutannya.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulukumba dalam upaya untuk mengoptimalkan Pendapan Asli
Daerah di Kabupaten Bulukumba;, meskipun Badan Pendapatan Daerah masih
menggunakan sistem penetapan-dalam pemungutan beberapa jenis pajak.
Akan tetapi, usaha atau perbaikan-perbaikan terhadap sistem operasional
Badan Pendapatan Daerah terus ditingkatkan agar sistem dan prosedur
tersebut dapat berjalan secara efekiif dan efisien. Salah satu usaha yang
dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu bekerjasama
dengan Bank Sulselbar Cabang Bulukumba melakukan pemasangan alat
perekam Pajak Elektronik (e-POS) yang dipasang di beberapa titik seperti
Warkop dan Cafe.

Penelitian ini menunjukkan bahwa audit manajemen berperan dalam
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba yang

dilihat dari perbaikan-perbaikan sistem operasional dan kinerja yang terus
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ditingkatkan olen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam sektor pajak. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prawiranegara (2017)
yang mendapati secara keseluruhan audit operasional yang memadai berperan
dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu sistem pengendalian intern
dalam suatu organisasi, dengan adanya. pelaksanaan audit operasional maka
penyimpangan-penyimpangan Yyang terjadi yang menyebabkan ketidak
efektipan dapat diperbaiki dan kelemahan atau kesalahan di masa yang akan

datang tidak lagi ditemukan sehingga efektivitas'pendapatan meningkat.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Audit manajemen yang dilakukan coleh tim audit internal pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sudah memadai hal ini karena
pelaksanaan audit manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan audit manajemen dilakukan oleh tim audit internal yang
berdiri sendiri dan terpisah serta tidak terlibat langsung dengan devisi-devisi
struktur organisasi instansi.

2. Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Mulai tahun 2014 sampai dengan
tahun 2017 pendapatan daerah' mengalami peningkatan, sedangkan pada
tahun 2018 mengalami penurunan.

3. Peranan audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan
pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sangat berperan penting dalam
mengawasi sistem dan prosedur dalam penerimaan pendapatan daerah,
dengan adanya audit manajemen dapat membantu pihak Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan Kkinerjanya dalam
mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah, hal tersebut dilihat dengan
adanya perbaikan Sistem Operasional yang dilakukan untuk meningkatkan

penerimaan pendapatan daerabh.
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B. Saran
Berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulan yang telah dikemukakan,
penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten
Bulukumba dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut :
1. Bupati
Perlunya meningkatkan pembinaan terhadap aparat pemerintahan
sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintahan Kabupaten
Bulukumba dan  terbebas dari  penyimpangan-penyimpangan, serta
pemerintah harus benar-benar memperhatikan arah pembangunan yang
dilaksanakan dan memberikan dorongan kepada aparat pemerintahan agar
terus menunjukkan sikap proaktif kepada masyarakat agar program
pelayanan dapat berjalan dengan baik:.
2. DPRD
DPRD Kabupaten Bulukumba disarankan untuk lebih meningkatkan
peninjauan di setiap instansi pemerintahan di Kabupaten Bulukumba sebagai
bagian dari pengawasan kunjungan kerja pada berbagai instansi
pemerintahan serta menindaklanjuti laporan masyarakat jika terdapat
penyimpangan-penyimpangan penggunaan APBD oleh SKPD.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber
atau referensi yang terkait dan dalam proses pengambilan dan pengumpulan

data harus mempersiapkan diri. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula
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dengan instrumen wawancara menggunakan Internal Kontrol Kuesionaer

(ICQ) agar penelitian yang dilakukan lebih lengkap dan lebih baik lagi.
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Hasil Wawancara

Informan 1
Waktu :10:30
Tanggal : 06 Mei 2019
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba
Nama : Andi Sufardiman
Jabatan . Kepala Badan Pendapatan Daerah

1. Bagaimana peranan audit. - manajemen dalam penerimaan pendapatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba?

Informan : ee.. jadi di kantor kami itu ada sistem yang digunakan dalam
melakukan penerimaan pendapatan, nah dari sistem itu maka itu audit
manajemen berperan dalam mengawasi itu sistem, eee... jadi di sini
itu semua pekerjaan yang kita lakukan disini selalu diawasi dalam
upaya untuk meningkatkan pendapatan di daerah Bulukumba, bisa
dikatakan semua pekerjaan itu yang kita lakukan di sini itu terkontrol
dengan audit manajemen.

2. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan
penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Infforman : emm iye’ sangat berperan penting, karena kembaliki lagi sama
perannya audit manajemen itu sebagai pengawasan, jadi kalau di
kantor ini tidak ada yang awasiki maka proses dalam penerimaan
pendapatan pasti tidak berjalan dengan baik, dan pasti mi orang yang
bekerja tidak sesuai aturan terutama kebocoran-kebocoran pasti

sering terjadi di BAPENDA.



3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan

Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan :ALHAMDULILLAH, sejauh ini tidak adaji hambatan, karena yang
lakukan audit manajemen di kantor kita itu sudah bagusmi cara
pelaksanaannya, bisa dikatakan sudah maksimal dan efektifmi
pelaksanaannya

4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan
penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : yang harus dilakukan itu kita di sini harus bekerja secara maksimal,
ee.. dan harus lebih teliti lagi dalam mengawasi laporan-laporan

yang menyangkut penerimaan pendapatan.



Informan 2

Waktu :13:25

Tanggal : 06 Mei 2019

Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nama : Abd Rahman

Jabatan . Sekretaris

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan

Pemerintah Daerah ?

Informan : saya kira itu perannya audit sebagai pengawasan yang mengawasi
kita dalam melakukan pekerjaan dalam meningkatkan pendapatan,
ee.. karena kita disini ada sistem dalam melakukan penerimaan
bukan melakukan asal-asalan tapi ada sistem nah dari sistem itulah
di awasi sedemikian rupa dari audit, jadi kita juga dalam bekerja itu
bersungguh-sungguh “agar, tujuan yang kita tetapkan itu dapat
tercapai, tapi sebelum kita di awasi sama audit manajemen itu, disini
juga pimpinan melakukan pengawasan

2. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan
penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Infforman : saya kira sangat penting sekali peranannya untuk memanimalisir
kebocoran-kebocoran eemm untuk meningkatkan pendapatan, ee..
pertama untuk meningkatkan pendapatan kita maka kita akan
melakukan audit dari audit itu, ee.. kita dapat melihat di mana
kendalanya sampai pendapatan itu kecil, katakanlah kita turun

melakukan uji petik pendapatan-pendapatan



3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan
Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?
Informan : saya kira tidak ada hambatan, kita dalam pelaksanaan audit tidak ada
hambatan karena semua data-data yang akan di audit semua sudah
di siapkan oleh sasaran yang di audit, ee.. jadi data-data sudah
tersedia semua sehingga sudah dipastikan bahwa tidak ada kendala
dalam pelaksanaan audit manajemen.
4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen -dapat meningkatkan
penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?
Informan : eemm...yang kita lakukan itu berusaha bekerja secara baik dan
maksimal terutama dalam mengawasan yang dilakukan untuk
mengawasi penerimaan-pendapatan daerah supaya lebih meningkat

lagi.



Informan 3

Waktu : 09:25

Tanggal : 25 Juli 2019

Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Nama : Tri Sultan Efendi

Jabatan . Staf

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan

3.

Pemerintah Daerah ?
Informan : emm perananannya itu dek dalam penerimaan pendapatan memeriksa
serta mengawasi kita dalam melakukan pekerjaan kita di sini, seperti

halnya dek semua penerimaan terawasi dengan baik

. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan

penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Informan : Kalau audit manajemen -itu-penting sekali peranannya dek, karena
dengan adanya audit itu-kita di sini bisa bekerja secara maksimal
karena ada pengawasan dari itu audit, sehingga proses kita dalam
bekerja bisa berjalan efektif, eemm dalam artian bisa memanimalisir
kecurangan dan juga penyimpangan yang lain, itu saja

Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan

Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan : yang saya tau itu tidak ada hambatan, itu karena dalam pekerjaan kita

di kantor sudah baik ditambah lagi itu juga tim audit semuanya orang
yang berpengalaman jadi bisa bekerja secara maksimal, ee,, nah dari

itulah mampu memberikan rekomendasi untuk kita di sini menyangkut



kelemahan yang bisa menyebabkan tujuan dalam BAPENDA itu tidak
tercapai,, itu saja..
4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan
penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : yang pastinya kita lakukan itu bekerja secara maksimal, jujur dan
mengedepankan tanggungjawab pastinya, selain itu dek, kita harus
lebih apa yang menjadi tujuan kita dalam BAPENDA yaitu mengelola
pendapatan secara optimal untuk kemajuan Bulukumba ke

depannya.



Informan 4

Waktu :10:15

Tanggal : 25 Juli 2019

Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nama : Awaluddin Asnur

Jabatan . Staf

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan

Pemerintah Daerah ?

Informan : Audit manajemen itu perannya dalam penerimaan ee,, kaya
pengawasan, jadi kita itu dalam ‘melakukan penerimaan juga
terkontrol dengan baik, pengawasannya itu dilakukan terutama
mengenai cara-cara pemungutannya itu pendapatan seperti apa,
itu mi di awasi semua, jadi dalam melakukan pekerjaan kita tidak
asal-asal maka dari itu-bisamii meningkat pendapatanta di daerah.

2. Apakah audit manajemen sangat'.berperan penting dalam meningkatkan
penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Informan : iye sangat berperan penting bahkan penting sekali karena tanpa
pengawasan dari audit manajemen itu, kita tidak akan bekerja
dengan baik dan sistem di sini tidak akan berjalan dengan baik, eem
satu lagi jika tidak ada audit manajemen kita tidak akan tau kalau
ada keboran-keboran dan penyimpangan yang terjadi

3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan

Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan : kalau masalah adanya hambatan dek sampai saat ini itu tidak adaji,

karena baik kita sebagai staf juga orang-orang yang melakukan audit



itu sudah maksimal, kita juga di sini selalu menyiapkan apa-apa
keperluan tim audit manajemen supaya bisa terlaksana audit

manajemen dengan baik di BAPENDA ini.
4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan

penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : eemm yang pertama yang kKita.lakukan itu bekerja dengan baik, kita
juga harus mengawasi penerimaan pendapatan secara menyeluruh
baik dalam kantor maupun di luar kantor, itu semua dilakukan untuk

mencapai tujuan kita meningkatkan pendapatan.



Waktu
Tanggal
Tempat
Nama
Jabatan

Informan 5

112 :35

: 25 Juli 2019

: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
: Hariyanto Hasyim

. Staf

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan

Pemerintah Daerah ?

Informan

. apadiih, saya pikir itu peranannya dek besar sekali karena itu bisa

memeriksa segala kegiatan di sini, dalam artian kita di awasi dalam
bekerja untuk meningkatkan penerimaan itu,, ee penerimaan
pendapatan, jadi kita bekerja juga enak karena sistem yang di kantor
jalankan sudah diawasi dengan baik, kalau pale ada kekurangan
atau kelemahan bisa' mi-di tau karena ada itu audit manajemen yang

awasiki sama periksaitu'sistem di kantor

2. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan

penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Informan : Kalau berbicara masalah peran audit manajemen dalam meningkatkan

penerimaan - pendapatan daerah saya kira sangat penting
peranannya, karena dengan adanya audit manajemen yang bertidak
sebagai pengawasan, maka kita di sini di awasi agar kita bisa bekerja
dengan maksimal dalam pengawasan yang dilakukan sama audit
manajemen itu bisa melihat kesalahan-kesalahan kita sehingga kita
bisa perbaiki untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang

kita harapkan, kita sebagai pegawai yang punya tanggung jawab



tinggi juga merasa beruntung dengan adanya audit manajemen itu,
eemm karena itu bisa digunakan untuk mengantisipasi kesalahan,
kebocoran, tidak patuh aturan, jadi ee....audit manajemen itu bisa
memanimalisir kebocoran-kebocoran apalagi di kantor ini ada
namanya uji petik, jadi segala hal yang menjadi kendala dalam hal
meningkatkan penerimaan pendapatan bisa kita tau

3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan

Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan . saya kira sejauh ini tidak ada hambatan, baik itu pelaksanaan audit
manajemen sudah berjalan cukup baik, kita juga selalu mendukung
pelaksanaannya jadi bisa berjalan dengan baik, ee.. ketika kita
mendukung pelaksanaanaudit maka hasilnya juga akan baik dan
pasti tidak akan ada kendala yang akan kita dan tim audit hadapii.

4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan
penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : ee..yang harus kita lakukan itu dengan melakukan peningkatan kinerja
dengan menyadari kalau yang kita lakukan itu selalu di awasi dan

harus kita pertanggungjawabkan,
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